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Abstract 
This research explores the implementation of the Family Hope Program (PKH) in 

Antapani Kulon Sub-district, Bandung City, and its role in improving social welfare. Using a 

descriptive qualitative approach with observation, interviews, documentation, and literature 

study, the study involved four informants and applied triangulation for data validation. Based 

on Jones' theory—organization, interpretation, and implementation—the study found that 

while the PKH mechanism runs according to plan, coordination among stakeholders remains 

suboptimal. One key obstacle is limited understanding of the graduation system, though 

facilitators continue to educate beneficiaries. Despite challenges, PKH has positively 

impacted Beneficiary Families (KPM), particularly in supporting children's education and 

basic needs. Overall, the program in Antapani Kulon is considered well-implemented, 

meeting Jones' three pillars, as reflected by the community’s positive response and ongoing 

efforts to address implementation issues. 
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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan 

Antapani Kulon, Kota Bandung, dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap empat informan, serta 

analisis data menggunakan triangulasi. Berdasarkan teori Jones—organisasi, interpretasi, dan 

implementasi—ditemukan bahwa mekanisme PKH telah berjalan sesuai rencana, meskipun 

koordinasi antar pihak terkait masih kurang optimal. Salah satu kendala utama adalah 

pemahaman yang terbatas mengenai sistem graduasi, namun para pendamping terus 

memberikan edukasi. Meski menghadapi tantangan, program ini memberikan dampak positif 

bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam mendukung pendidikan anak dan 

kebutuhan dasar. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Antapani Kulon dinilai cukup 

baik, memenuhi tiga pilar teori Jones, dengan respons positif dari masyarakat dan upaya 

perbaikan yang terus dilakukan. 

Kata Kunci: Program Kesejahteraan, Teori, Mekanisme, Pelaksanaan 

 

A. PENDAHULUAN 
Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai 

oleh banyak negara. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut 

adalah masalah kemiskinan, yang hingga kini masih menjadi persoalan global, termasuk di 

Indonesia. Untuk mengurangi kemiskinan, berbagai negara telah menerapkan beragam 
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strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun demikian, 

kemiskinan tetap belum bisa diberantas sepenuhnya. Realitanya, fenomena ini masih 

ditemukan di berbagai penjuru dunia, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Tak dapat 

dipungkiri, kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan mendalam yang membutuhkan 

inovasi kebijakan dari pemerintah agar dapat ditangani secara efektif. 

Kemiskinan merupakan persoalan yang sering kita jumpai dan sering kali menjadi 

ancaman serius serta bencana sosial bagi suatu negara. Kemiskinan dapat diartikan sebagai 

kondisi kehidupan dengan standar yang rendah, di mana sekelompok individu mengalami 

kekurangan secara materi jika dibandingkan dengan standar hidup rata-rata yang berlaku di 

masyarakat. Kehidupan dengan standar rendah ini berdampak langsung pada berbagai aspek, 

seperti kesehatan, moralitas, hingga harga diri individu yang tergolong miskin. Permasalahan 

kemiskinan ini merupakan tantangan global yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama 

negara-negara berkembang seperti Indonesia (Suparlan, 1984). Faktor kemiskinan ini masih 

sulit untuk diatasi oleh pemerintah Indonesia berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi faktor kemiskinan, dengan berbagai upaya 

yang telah diwujudkan melalui kebijakan dan program-program pemerintah, namun upaya 

tersebut masih belum bisa mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di 

Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan masih tingginya angka kemiskinan yang ada di 

Indonesia dengan Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, 

menurun 0,46 juta orang dari September 2022 dan menurun 0,26 juta orang dari Maret 2022, 

baik itu masyarakat di perkotaan ataupun di perdesaan, walaupun angka tersebut menurun 

dari tahun sebelumnya tetap saja angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini tergolong masih 

tetap tinggi.  

Salah satunya pada kasus kemiskinan yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung 

merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di wilayah Jawa Barat dengan jumlah 

penduduk 2,4 juta. Saat ini kota Bandung yang memiliki 30 Kecamatan dengan jumlah 151 

kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret Tahun 2023 

bahwa angka kemiskinan berdasarkan jumlah penduduknya telah mencapai 102,80 ribu orang 

atau berada pada angka 3,96 persen. Artinya telah mengalami penurunan angka kemiskinan 

sebanyak 7,02 ribu orang apabila dilihat dan dibandingkan dengan angka penduduk miskin 

bulan Maret Tahun 2022 yang berjumlah 109,82 ribu orang atau berada pada angka 4,25 

persen.  

Kecamatan Antapani yang merupakan satu dari 30 kecamatan yang ada di kota Bandung 

memiliki empat Kelurahan yang dimana tidak menutup kemungkinan adanya kemiskinan di 

wilayah tersebut. Kelurahan Antapani Kulon yang merupakan salah satu dari beberapa 

kelurahan di Kota Bandung yang mengalami permasalahan kemiskinan. Kelurahan Antapani 

Kulon memiliki penduduk sebanyak 8.630 jiwa, memiliki wilayah lebih kecil dibandingkan 3 

kelurahan lainnya. Memiliki luas daerah 0,95 km2 dalam presentasenya 22,57% dalam data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022. Kelurahan Antapani Kulon ini termasuk wilayah 

yang cukup padat penduduk yang dimana sebagian merupakan penduduk yang datang 

merantau dan bekerja di Kota Bandung untuk menggantungkan hidupnya. Banyaknya asumsi 

bahwa hidup di kota akan mengubah perekonomian mereka namun kenyataannya penghasilan 

tidak sebanding dengan biaya hidup yang cukup. Ini merupakan salah satu faktor dari 

meningkatnya angka kemiskinan yang cukup umum termasuk di kota besar. wilayah ini telah 

mendapatkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah terutama untuk membantu 

mengupayakan penurunan kemiskinan dengan memberi bantuan kepada masyarakat miskin 

atau tidak mampu.  

Salah satu program yang telah di wujudkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini 

adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Yaitu program bantuan sosial yang 

diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial RI dengan memberikan 
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bantuan sosial secara tunai maupun non tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi 

kriteria disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan rentan secara teratur dan 

bertahap. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara berkala 

juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan harap bisa merata di seluruh Indonesia. 

Program ini telah diawasi oleh Badan Perencaanaan Pembangunan (Bappenas). Program 

Keluarga Harapan (PKH) ini sudah dimulai sejak Tahun 2007 sebagai pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial dan Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.  

Program ini ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keluarga 

Harapan (Permensos 1/2018). Dengan berbagai landasan hukum termasuk peraturan 

pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial tentang sistem jaminan sosial nasional, 

tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan. namun, sejauh ini program 

tersebut masih belum mampu mengatasi masalah tersebut, Karena angka kemiskinan masih 

tinggi dan tingkat kesejahteraan sosial masih rendah walaupun sedikitnya sudah meningkat 

kearah yang lebih baik.  

Salah satu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan 

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada masyarakat miskin. di dalam 

Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat tujuan khusus yang dapat berguna untuk 

mensejahterakan masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju 

sehingga mengedepankan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya sehingga mereka 

mampu mengarahkan anak-anaknya untuk terus belajar demi masa depan yang cerah dan 

tidak seperti yang di alami oleh orang tuanya terdahulu  (Rahayu, 2013). Sejak di 

implementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah mulai mengalami 

perkembangan dengan banyaknya inovasi, kebijakan terkait Program Keluarga Harapan 

(PKH) ini sekarang bukan hanya sekedar memastikan bahwa bantuan bisa tepat sasaran dan 

membantu penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Utamanya adalah bagaimana 

mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Program Keluarga Harapan (PKH) sampai bisa ke tahap graduasi, bukan hanya karena tidak 

memenuhi syarat kepesertaan, namun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga 

Harapan (PKH) juga bisa berdaya dan mandiri. 

Ketertarikan saya mengambil judul ini karena Implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) di wilayah Kelurahan Antapani Kulon ini masih kurang maksimal dan masih 

banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan seperti, kordinasi antar pihak yang terkait 

kurang maksimal, kurangnya teknis serta pemantauan dari Pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) di kelurahan itu biasanya salah satu penghambat yang sering terjadi. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA  
Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai 

rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam (Arif, 

2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. 

Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. 

Jones dalam (Siti Erna Latifi, 2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program 

yaitu: 

Pengorganisasian 

Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan 

efektif dan terarah. Dalam konteks ini, pengorganisasian mencakup pembentukan unit 

pelaksana, pembagian peran, serta penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas 

dan kompetensinya. Tenaga pelaksana harus berasal dari SDM yang tidak hanya memahami 

tugasnya secara administratif, tetapi juga memiliki pemahaman substantif terhadap tujuan 
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program. Dengan struktur organisasi yang tertata, koordinasi antarunit menjadi lebih mudah, 

alur pelaporan menjadi jelas, serta tanggung jawab masing-masing pelaksana dapat 

diidentifikasi secara akuntabel. Hal ini juga memungkinkan proses implementasi berlangsung 

lebih efisien dan minim konflik, karena adanya kejelasan dalam rantai komando serta 

prosedur operasional yang terstandar. Oleh karena itu, pengorganisasian yang matang 

menjadi fondasi utama dalam memastikan program dapat diimplementasikan secara optimal 

sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 

Interpretasi Para pelaksana 

Merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. 

Interpretasi di sini merujuk pada bagaimana para pelaksana memahami, menafsirkan, dan 

menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Pelaksana program dituntut 

untuk mampu menjalankan kegiatan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, seperti 

petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak), agar implementasi berjalan sesuai 

dengan tujuan awal kebijakan. Ketepatan dalam memahami isi juknis dan juklak sangat 

memengaruhi konsistensi pelaksanaan program, sebab penafsiran yang keliru dapat 

menyebabkan penyimpangan, kesalahan prosedur, atau bahkan kegagalan pencapaian hasil. 

Oleh karena itu, penting bagi pelaksana memiliki kemampuan analitis, ketelitian, serta 

pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Dengan interpretasi 

yang tepat, pelaksana akan dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal tanpa 

menyimpang dari substansi kebijakan, serta mampu memberikan solusi terhadap kendala 

yang muncul selama implementasi. Hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas 

program dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir kebijakan. 

Penerapan atau Aplikasi 

Aspek penerapan atau aplikasi merujuk pada tahap pelaksanaan nyata dari sebuah 

kebijakan atau program di lapangan. Tahapan ini menekankan pentingnya tindakan konkret 

yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan arahan dan tujuan kebijakan. Untuk 

memastikan penerapan berjalan efektif, diperlukan adanya prosedur kerja yang jelas dan 

terstruktur, yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta alur pelaksanaan yang 

sistematis. Prosedur ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan 

program agar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih dengan program atau 

kegiatan lain yang berlangsung dalam waktu yang sama. Tanpa prosedur yang terstandar, 

pelaksanaan program berisiko mengalami keterlambatan, ketidakefisienan, bahkan konflik 

pelaksanaan antarkegiatan. Oleh karena itu, perumusan prosedur kerja yang tepat menjadi 

bagian penting dari penerapan kebijakan yang efektif, karena tidak hanya membantu menjaga 

ketertiban pelaksanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan program dijalankan 

secara tepat waktu dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan 

penerapan yang tertib dan terukur, tujuan program dapat tercapai secara optimal dan 

dampaknya terhadap masyarakat akan lebih nyata. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu 

melalui pendekatan agar mengetahui peristiwa yang dirasakan subjek dari penelitian berupa 

perbuatan, tindakan, motivasi dan lain-lain. Menggunakan metode kualitatif akan lebih focus 

analisa tentang fenomena yang diamati dengan cara argumentatif (Moleong, 2007). Metode 

penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah 

penelitian. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial 

dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif 

untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil 

penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau 
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melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. (HS, 2021) 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keberhasilan suatu Implementasi program dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

yang dijelaskan menurut Menurut Charles O. Jones dalam (Siti Erna Latifi, 2009) ada 3 pilar 

aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: pengorganisasian struktur oganisasi, 

interpretasi para pelaksana dan juga penerapan atau aplikasi yang sesuai dengan prosedur. 

Adapun penjelasan terkait 3 pilar faktor berjalanya Implementasi Program Keluarga Harapan 

di Kelurahan Antapani Kulon ini sebagai berikut: 

Pengorganisasian  

Faktor utama dalam berjalanya implementasi suatu program menurut teori yang 

digunakan oleh penulis yaitu pengorganisasian merupakan faktor pertama yang paling 

penting karena tujuan dari pengorganisasian ini sangat menentukan jalan atau tidaknya suatu 

program. Pengorganisasian sangat penting dalam implementasi program karena membantu 

menyusun tugas, tanggung jawab, dan sumber daya secara efektif. Hal ini memastikan 

koordinasi yang baik, meminimalkan redundansi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

program. Organisasi yang baik juga mempermudah komunikasi antar anggota tim, 

memfasilitasi pemecahan masalah, dan meningkatkan akuntabilitas dengan struktur yang 

jelas, implementasi program dapat dilakukan secara lebih terarah dan sukses.  

Artinya keberhasilan suatu program dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya struktur 

organisasi di dalamnya, adapun tugas dan fungsi terkait pedoman organisasi ini sudah diatur 

oleh Kementrian Sosial sehingga memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat, hubungan 

antar organisasi juga perlu diperhatikan yang dimana disitu mencakup bahwa bagaimana 

interaksi antara pelaksana kebijakan dengan organisasi lain yang ikut berpartisispasi di 

dalamnya dengan masyarakat penerima bantuan. Agar tercapai hubungan yang lancar maka 

diperlukan komunikasi yang baik pula demi menunjang tersampaikannya informasi ataupun 

jalinan yang tidak akan menyebabkan permasalahan sehingga mengganggu jalannya proses 

implementasi suatu program atau kebijakan.  

Untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait dalam proses 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adapun instansi yang bekerja sama dengan 

PKH yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, pihak Kelurahan, Bank, Kantor Pos, dan 

Sekolah. Semua organisasi tersebut saling berkoordinasi satu sama lain sehingga Program 

Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan, dalam proses pelaksanaan pendampingan KPM.  

Bentuk koordinasi dari pendamping PKH di Kelurahan Antapani Kulon sendiri sudah 

dibilang cukup baik antara pihak terkait dan bentuk kerjasama antara pendamping dengan 

pihak yang menjadi fasilitator selalu dikomunikasikan secara terbuka, sehingga dari bentuk 

koordinasi ini bisa dirasakan oleh KPM itu sendiri, yang dimana KPM sendiri menjadi lebih 

memahami segala prosesnya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang sudah 

dilakukan oleh peneliti dengan pendamping PKH Kelurahan Antapani Kulon sehingga hasil 

dari koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang berkaitan ini dapat menghasilkan 

kejelasan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Pengorganisasian dan komunikasi yang jelas sangatlah memberikan dampak yang baik 

terhadap KPM sendiri dari hasil wawancara pun terlihat jelas bahwa faktor ini dapat 

memberikan keberhasilan jika dijalankan dengan baik, dari hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan bersama pendamping dan salah satu KPM bisa disimpulkan bahwa faktor 

tersebut sudah bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. 

Interpretasi Para Pelaksana 

Interpretasi (Interpretation) merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, Penjelasan 

substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, 
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sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran 

kebijakan serta layak dilaksanakan. Interpretasi atas implementasi program juga sangatlah 

penting yang dimana dalam proses pelaksanaan program apalagi program tersebut 

berhubungan dengan masyarakat langsung.  

Karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dapat langsung mengerti terkait 

bagaimana pelaksanaan dari program tersebut, apalagi Program Keluarga Harapan (PKH) 

yang memiliki banyak mekanisme dalam proses pelaksanaan nya, tidak menutup 

kemungkinan jika interpretasi pendamping dari pelaksana program ini tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik maka akan terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah 

masyarakat, seperti halnya terkait salah satu mekanisme pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) yaitu tentang sistem graduasi.  

Sistem Graduasi ini sendiri memiliki makna bahwa tidak lagi terpenuhinya kriteria 

kepesertaan atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui 

kegiatan pemutakhiran data. Dengan kata lain, jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah 

tidak lagi memiliki kriteria untuk diberikan bantuan, atau bahkan status sosial ekonominya 

sudah meningkat sesuai standar yang telah ditetapkan, keluarga tersebut pastinya akan 

mengalami Graduasi atau kelulusan dari Program Keluarga Harapan (PKH), artinya keluarga 

yang sudah dikatakan lulus dari program ini sudah tidak akan mendapatkan bantuan apapun 

dari Program Keluarga Harapan (PKH).  

Jika masyarakat tidak mengerti terkait hal ini maka akan timbul polemik atau 

permasalahan yang berdampak terhadap program ini salah satunya, masyarakat akan 

menganggap bahwa program ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sementara 

kebanyakan KPM yang ada di wilayah Antapani Kulon ini sangat bergantung terhadap 

Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimana justru program ini bukan untuk membiayai 

KPM secara terus menerus. Dari hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon, beliau menjelaskan bahwa sistem graduasi 

dalam PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu graduasi alamiah dan graduasi karena 

pemutakhiran data sosial ekonomi. Graduasi alamiah terjadi ketika Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) sudah tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan, misalnya karena anak-anak 

sudah tidak lagi bersekolah atau komponen penerima bantuan telah berubah. Sementara itu, 

graduasi berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan melalui evaluasi kondisi 

ekonomi terkini keluarga penerima manfaat, sehingga apabila kondisi mereka dinilai sudah 

membaik dan tidak lagi masuk dalam kategori miskin atau rentan, maka kepesertaan mereka 

dalam program akan dihentikan. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya, ia 

secara aktif melakukan pemilahan terhadap KPM yang telah mengikuti program selama lebih 

dari lima tahun, kemudian mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan pihak 

kesejahteraan sosial (Kesos) untuk menilai kelayakan graduasi berdasarkan peningkatan 

kesejahteraan keluarga tersebut. Selain itu, ia juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada 

KPM terkait mekanisme graduasi agar mereka dapat lebih memahami bahwa bantuan ini 

bersifat sementara dan agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada program PKH. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM), beliau sudah memahami mekanisme sistem graduasi dalam Program 

Keluarga Harapan (PKH). Menurut beliau, sistem graduasi memiliki dampak positif karena 

dapat memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang belum pernah menerima bantuan 

untuk merasakan manfaat dari program ini, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar 

membutuhkan. Namun, salah satu KPM juga menyoroti adanya potensi dampak negatif, yaitu 

ketika KPM yang masih membutuhkan bantuan justru tergraduasi padahal kondisi 

ekonominya belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, beliau menyadari bahwa bila KPM 

yang telah mengalami peningkatan ekonomi digraduasi, hal tersebut merupakan langkah yang 

baik agar program dapat menjangkau masyarakat lain secara lebih merata.  
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa interpretasi pelaksana program sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat, 

khususnya KPM, menjadi pihak yang menilai secara langsung keberhasilan implementasi 

program. Oleh karena itu, komunikasi dan penyampaian informasi secara jelas kepada 

masyarakat menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi 

PKH secara keseluruhan. 

Penerapan Atau Aplikasi 

Dalam proses implementasi program agar program tersebut bisa berjalan dengan baik 

maka perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan 

sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Karena 

penerapan dan aplikasi merupakan langkah yang krusial dalam mewujudkan visi dan tujuan 

dari suatu program, pada dasarnya jika suatu program tidak di aplikasikan dengan baik maka 

program tersebut akan mengakibatkan kekecewaan apalagi program tersebut berhubungan 

dengan kesejahteraan Masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).  

Pelaksanaan atau aplikasi dalam implementasi program sangatlah penting karena dari 

situ kita dapat mengukur bagaimana kemajuan dan sejauh mana program tersebut mencapai 

tujuan, selain itu pelaksanaan sangat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber 

daya, dengan menerapkan program organisasi dapat memastikann efisiensi dan efektivitas 

dalam mencapai tujuan dari program tersebut.  

Jika penerapan dan aplikasi dapat sesuai dengan mekanisme Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang sudah dibuat maka akan memberikan dampak yang baik terhadap berjalanya 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Antapani Kulon ini, pelaksana penerapan dan aplikasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Antapani Kulon ini adalah Pendamping PKH yang 

berhubungan langsung dengan KPM penerima manfaat dari program ini sendiri. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pendamping PKH Kelurahan Antapani Kulon, diketahui bahwa 

penerapan dan aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai dengan 

mekanisme yang telah ditetapkan. Proses penerapan ini dimulai dari tahap perencanaan, 

penetapan calon KPM, pertemuan awal dan validasi, penetapan resmi KPM, hingga proses 

pendampingan saat penyaluran bantuan berlangsung. Salah satu bentuk penerapan yang 

dinilai efektif adalah kegiatan pertemuan rutin yang disebut Family Development Sessions 

(FDS), yaitu forum pembinaan bagi KPM yang membahas berbagai modul, seperti kesehatan, 

kebersihan, serta penguatan komitmen sosial. Melalui FDS, para pendamping dapat 

memantau langsung keseriusan dan komitmen KPM terhadap program.  

Hal ini juga didukung oleh pandangan dari KPM sendiri, yang menyatakan bahwa 

pertemuan FDS memberikan manfaat nyata, baik dalam hal peningkatan pengetahuan 

maupun dalam membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan dan aplikasi PKH di Kelurahan Antapani Kulon telah berjalan 

cukup baik dan memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Implementasi 

program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga menyentuh aspek 

pemberdayaan melalui edukasi dan pembinaan berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon, 

Kecamatan Antapani, ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi implementasi 

program di lapangan. Meskipun secara umum program telah berjalan sesuai dengan pedoman 

dan memberikan dampak positif, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai hambatan 

teknis dan non-teknis. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain adalah :  

1) Salah satunya yaitu saldo 0 secara tiba-tiba padahal dari data bayar pusat, saldo sudah 

masuk kedalam rekening KPM.  

2) Adapula beberapa KPM yang masih kurang memahami bahwa mekanisme bantuan 

PKH ini tidak selamanya atau akan terhenti otomatis. Maka dari itu, banyak dari KPM 
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sendiri yang tidak menerima misalkan bantuan tersebut tiba-tiba terhenti dan 

melaporkan pendamping ke pusat. 

Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut langkah yang sudah lakukan oleh 

pendamping PKH Antapani Kulon, yaitu sebagai berikut;  

1) Upayanya yaitu berkoordinasi langsung dengan pihak Bank bersama KPM karena hal 

tersebut mungkin saja terjadi dengan beberapa faktor yaitu bisa saja karena ATM dari 

milik KPM tertukar dengan milik KPM lain, dan juga karena tidak sesuainya data 

KPM dengan data yang ada di Bank.  

2) Untuk upaya yang kedua dalam mengatasi hal tersebut adalah berupaya memberikan 

pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat KPM agar jauh lebih mengerti terkait 

mekanisme PKH yang saat ini berlaku. 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon 

memberikan sejumlah dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti. Peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta 

perbaikan kesejahteraan sosial, dan juga membantu mengurangi beban pengeluaran dan 

pendapatan, serta perubahan perilaku dan kemandirian KPM sendiri. 

Dampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan langsung oleh para 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Antapani Kulon. Salah satu penerima, 

beliau menyampaikan bahwa keberadaan program ini sangat membantu keluarganya dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa penghasilan suami yang terbatas 

tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya 

harga kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Melalui bantuan dari PKH, beban 

ekonomi keluarga menjadi lebih ringan. Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu Keluarga 

Penerima Manfaat, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Dalam 

wawancara, beliau menyampaikan bahwa saat ini tidak memiliki penghasilan tetap karena 

suami tidak lagi bekerja, dan ia hanya mengandalkan pemberian dari anak pertamanya yang 

jumlahnya pun terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berperan sebagai 

bantuan finansial, tetapi juga menjadi bentuk jaminan sosial yang sangat berarti bagi 

masyarakat rentan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan. 

Dampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dirasakan oleh 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga oleh para pendamping dan aparat pemerintah 

kelurahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara Bersama pendamping PKH di Kelurahan Antapani Kulon, beliau menyampaikan 

bahwa meskipun program ini belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan 

sosial KPM secara langsung, kehadiran PKH sangat membantu dalam meringankan beban 

pengeluaran, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak. Menurutnya, PKH lebih tepat 

dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi keluarga miskin, 

bukan sebagai solusi yang sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hal ini juga 

sejalan dengan pernyataan dari Ibu Lurah Antapani Kulon, yang mengakui bahwa bantuan 

PKH memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah 

kelurahan dalam menjalankan tugas mengatasi persoalan kesejahteraan sosial. Ia 

menambahkan bahwa bantuan seperti PKH sangat membantu pihak kelurahan dalam 

menangani kompleksitas masalah kemiskinan di wilayahnya, karena program ini menjadi 

salah satu bentuk intervensi konkret pemerintah yang sejalan dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum mengubah 

kondisi ekonomi secara drastis, PKH tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

memperbaiki kualitas hidup dan meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. 

 

E. SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Antapani 

Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, mengacu kepada teori yang digunakan Menurut 

Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam 

mengoperasikan program yaitu, Pengorganisasian, Interpretasi pelaksana, Penerapan. dalam 

mekanisme pelaksanaan terkait Program Keluarga Harapan di Antapani Kulon sendiri sudah 

berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah dibuat hal ini dapat kita lihat dari pembahasan 

di atas. Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut adanya 

keterkaitan antara pihak yang terkait serta interpretasi pelaksana yang cukup baik sehingga 

menghasilkan komunikasi dan kordinasi antar pihak berjalan dengan baik, hal tersebut bisa 

juga dilihat dari respon baik Masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan di Antapani Kulon. Adapun faktor kendala dalam proses pelaksanaan PKH di 

Kelurahan Antapani Kulon sendiri yaitu terkait masalah diluar teknis seperti saldo yang 

secara tiba-tiba 0 padahal dari data bayar pusat saldo sudah masuk kedalam rekening KPM. 

dan juga kurangnya pemahaman yang lebih terkait mekanisme pelaksanaan PKH terhadap 

Masyarakat sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti tidak terima nya KPM yang 

terkena Graduasi. Untuk upaya dalam mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan PKH di 

Kelurahan Antapani Kulon sendiri para pelaksana telah melakukan berbagai cara diantaranya, 

berkordinasi langsung dengan pihak Bank bersama KPM karena hal tersebut mungkin saja 

terjadi dengan beberapa faktor yaitu bisa saja karena ATM milik KPM tersebut tertukar 

dengan KPM yang lain, dan juga karena tidak sesuainya data KPM dengan data yang ada di 

Bank, selain itu pendamping juga terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap 

Masyarakat KPM agar lebih mengerti terkait mekanisme PKH yang saat ini berlaku. Dampak 

dari adanya Program Keluarga Harapan di Antapani Kulon ini sangat terasa oleh Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang di lakukan 

oleh peneliti dengan KPM, seperti terbantu nya dalam pembiayaan untuk anak sekolah serta 

tercukupi nya kebutuhan sehari-hari dari bantuan sosial yang di terima, selain itu dampak dari 

adanya program ini juga sangat terasa oleh kelurahan dalam membantu mengatasi masalah 

kemiskinan. 
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